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KOMISI PEMILJHAN UMUM 
KABUPATEN GORONTALO 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR : 38 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASJ PUBLIK 

e-PPID PADA KOMJSJ PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO. 

SEKRETARJS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO, 

Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran dalam memberikan 
pelayanan informasi publik secara online tentang 
kepemiluan kepada masyarakat maka perlu ditunjuk salah 

satu Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. 

a. 

Mengingat: 1. 

2. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 6863): 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Norn or 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Kornisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komsi 



Menetapkan 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 531); 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN 

KESATU 

OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI 
PUBLIK e-PPID PADA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GORONTALO. 

Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik e-PPID pada Komsi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut : 

Nama 

Nip 

No. HP 

e-Mail 

: Sitti Sahana Fatimah Hasyim, S.Kom 

: 200110022025062011. 

: 0895-3090-9301. 

: kpukabgorppid@gmail.com. 
KEDUA Togas Operator e-PPID sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut : 

1. Mengkoordinasikan 
pengumpulan bahan 
dari setiap bagian; 

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan 

informasi dan dokumentasi 
dan mengkonsolidasikan 



dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 

3. Melakukan 

dokumentasi; 

pemutakhiran informasi dan 

KETIIGA 

4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 
diakses oleh masyarakat. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 2 Juli 2025 

SEKRETAR!S KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO, 

ttd 

ADRIAN UMAR MUSTAPA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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